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Abstrak

Program spemerintah sberupa raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskinf hingga saat ihi masih
menimbulkan beberapa®permasalahan, diantaranya pendistribusian yang masih belum tepatsasaran, belum tepat
waktu dan belumfitepat kualitas sehingga indikator ketepatan manfaat dari raskin itu sendiri belum tercapai secara
maksimal. Penelitian'ini bertujuan untuk ‘mendeskripsikan distribusi raskin di kecamatan Pontianak selatan kota
Pontianak. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptip yang=-menggambarkan
fenomena-fenémena yang terjadi dilapangan ‘secara apa-adanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa
penyaluran raskin masih belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas dengan merujuk pada peedoman umun
penyaluran-faskin. Raskin yang seharusnya ditujukan/untuk rumah tangga miskin masih belum sepenuhnya tepat
sasaran, hal-ini disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi dalam proses pendataan penerima manfaat program.
Melalui penulisan ini, harapan kedepannya agar pendistribusian raskin harus benar-benar sesuai dengan ketentuan
yang ada pada pedoman umum penyaluran raskin yang telah dikeluarkan oleh BULOG.

Kata-kata kunci: Program raskin, implementasi program

Abstract

Government programs such as Raskin reserved for poor- households are still poses some problems, in€luding the
distribution 'of which is still net well targeted, not the right time and the right quality.is not so indicator accuracy
benefits of Raskin itself has not reached its full potential. This studyaimed to describe the distribution of Raskin in
the district south of the city of Pontianak Pontianak. The approach in this research-use descriptive research that
describes the type of phenomenagthat occur in the field as it is. Based on the results of resear¢h show that the
distribution of Raskin still not well targeted, timelyand quality with, reference ta.the distribution umun peedoman
Raskin. Raskin was:intended for poor households are still' not completely on target, this is;caused by the weak
coordination with thesenumeration of beneficiaries. Through this writing, the hope in the future that Raskin
distribution should be completely in accordance with the existing provisions on the.distribution of Raskin general
guidelinesissued by BULOG.

Keywords: Raskin program, implementation of the program
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A. PENDAHULUAN
Raskin merupakan program
pemerintah yang bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran Rumah
Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan
sebagian kebutuhan pangan pokek dalam
bentuk beras guna meneegah penurunan
konsumsi energi dan protein. ;Selain itu,
program raskin bertujuan untuk
meningkatkan/membuka”  akses ~pangan
keluarga melalui ‘penjualan beras kepada
keluarga penerima manfaat dengan jumlah
yang telah ditentukan yaitu sebanyak
15kg/KK _dengan harga Rp. 1.600/kg.
sasaran dari program raskin adalah Rumah
Tangga Miskin (RTM) yang kriterianya
ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS)
pada’ tahun 2005, vyaitu:  “rumah
tanggalkeluarga yang memiliki penghasilan
dibawah Rp. 150.000;-bulan” (BPS, 2005).
Berdasarkan hasil penélitian-yang
dilakukan oleh penditi dilapangan pada
Maret-Desember 2013, diperoleh sejumlah
temuan fakta bahwa meskipun program ini
sudah dijalankan sgjak tahun-1998 ternyta
masih dijumpa adanya penyimpangan dan
kendala di tingkat pelaksanaannya.
Terutama apabila dikonfirmasikan dengan
pedoman umum penyaluran raskin yang di

keluarkan oleh Badan Urusan Logistik

DAHLIA ERNIKA, NIM. E01109110
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

(BULOG).

sasaran dalam pendistribusian raskin. Raskin

Pertama, terjadinya salah

yang semestinya disalurkan atau dijual
kepada rumah tangga sasaran penerima
manfaat, ternyata banyak juga yang jatuh
pada kelompok masyarakat lain (keluarga
sgjahtera)., Salah sasaran ini sepenuhnya
disebabkan oleh«faktor kesalahan manusia
khususnya. pelaksana “dilapangan. Hal ini
terlihat pada.’ data penerima raskin
dikelurahan Kota Baru yang berSumber dari
Kecamatan Pontianak , .Selatan, dimana
jumlah * penduduk yang  mendapatkan
manfaat raskin lebih banyak™dibandingkan
dengan jumlah penduduk miskin. Sementara
untuk Kelurahan lainnya yang ada) di
Kecamatan Pontianak Selatan masih banyak
masyarakat miskin yang Yyang {tidak
mendapat manfaat program ini.

Kedua, adalah masalah ketepatan
waktu dimana jika merujuk pada pedoman
umum_penyaluran raskin seharusnya beras
tersebut dibagikan kepada Rumah Tangga
Sasaran . setigp bulan (12 ‘kali dalam 1
Tahun). Namun  fakta
menunjukkan--raskin tersebut disalurkan

dilapangan

kepada rumah tangga sasaran setiap 3 bulan
sekali dan khususnya pada tahun 2013
raskin dibagikan sebanyak 14 kali yang
disebut dengan raskin 13 dan raskin 14.
Tentu sga ini merupakan penyimpangan
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dari ketentuan pedoman umum tentang
penyaluran raskin, yang mana seharusnya
rumah tangga sasaran mendapatkan jatah
raskin setigp bulan bukan dalam waktu 3
bulan sekali baru akan disalurkan.
Ketiga, mayarakat seringkali
mengeluh bahwa kualitas beras yang
diterima terkadang buruk..Padahal, menurut
pedoman umum penyaluran programsraskin
kualitas beras yang disalurkan adalah beras
dengan kualitas medium serta dalamkondisi
baik gatau tidak “srusak, sesua dengan
persyaratan kualitas beras yang diatur dalam
Inpres K ebijakan Perberasan yang berlaku.

B. IKAJIAN TEORI

Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu
Administrasi Negara memiliki beberapa
dimensi " pokok. Dimensi pokok tersebut
sdlah satunya adalah “kebijakan publik.
Menurut Dye (dalam Badjuri dan=Y uwono,
2003:8) “kebijakan publik ‘itu” @papun baik
yang tidak dilakukan maupun yang
dilakukan oleh pemerintah™:

Tahap-tahap kebijakan publik menurut
Winarno (2007:32-34) adalah sebagal
berikut: 1. Tahap penyusunan agenda, 2.
Tahap formulasi kebijakan, 3. Tahap adopsi
kebijakan, 4. Tahap implementasi kebijakan,
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5. Tahap evaluas kebijakan. Dari berbagai
tahap kebijakan publik tersebut, tahap yang
diteliti adalah tahap implementas kebijakan
dalam proses penyaluran program raskin.

Hill (1993:260) menegaskan bahwa:
“implementation  structures are  not
organizations. They are comprised of parts
of many organizations, organizations are
comprised of parts f many programmes. As
analytic constructs, implementation
structures are conceptualized to tdentify the
units of purposive action.which implement
programmers. They are #phenomenological
administrative units’, partly defined by their
participating members™.

Ripley dan Franklin dalam Wayne
Parsons (2011:482) menegaskan.bahwa:
“*keberhasilan implementasi relatif tidak'sulit
apabila kebijakannya bersifat distributif,
kebijakan
kebijakan resditributifnya rendah. Berbagai
area kebijakan punya pola hubungan yang

regulatifnya moderat;; dan

berbeda-beda; yang bearti bahwa dalam area
redistributif terdapat lebih "banyak tawar
menawar dan politicking Ketimbang di area
distributif,.di-“mana mungkin ada tekanan
kontrol yang besar”.

Menurut Agustino (2008:140) ada
beberapa model pendekatan implementasi
kebijakan  publik yaitu: (1) Donald Van
Metter dan Carl van Horn, (2) Danidl
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Mazmanian dan Paul Sabatier, (3) George C.
Edwards 11, (4) Merilee S. Grindle.
Berdasarkan permasal ahan dan
perkembangan teori kebijakan publik yang
telah dipaparkan, teori yang paling relevan
untuk menganalisis proses implementasi
penyaluran program raskin di _KeCamatan
Pontianak Selatan Kota_Pontianak adalah,
teori Van Metter dan Van Horn. Inii; dari
pemikiran Vain Metter., dan ‘Van Horn
sebagaimana diuangkapkan oleh Leo
Agustino (2008:142-144) adalah: (1) Ukuran
dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3)
pelaksana, ©,  (4)
(Disposition) " para

Karakteristik — agen
Sikap/kecendrungan
pelaksana; (5) Komunikasi antarorganisasi
dan aktivitas pelaksana, (6) Lingkungan
ekonomi, sosia, dan politik; dan didalam
pendlitian ini akan dikaji mengenai ukuran
dan tujuan program Raskin.
Dengan adanya pendlitian ini
diharapkan. proses implementasi program
raskin terus: ditingkatkan. Secara teoritis
hasil penelitian  ini diharapkan " dapat
memperkaya kajian ilmu kebijakan publik
khususnya tentang proSes—implementasi
kebijakan publik dan dapat digunakan
sebagai kgian refrenss untuk penelitian
sgenisnya. Sedangkan secara  praktis
penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pelaksana kebijakan program

DAHLIA ERNIKA, NIM. E01109110
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

raskin di Kecamatan Pontianak Selatan dan
dapat menjadi masukan bagi masyrakat yang
tergolong kedaam penerima manfaat
program raskin.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

Implementasi Program Raskin di
Pontianak Selatan K ota Pontianak

J L

Teori Implementasi Kebijakan
Modd Van Metter dan Van Horn,
Variabel,

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

J L

Implementasi Penyaluran
Program Raskin Sesuai dengan
Pedoman Umum Penyaluran

C. METODE PENELITIAN

Untuk . mendapatkan  informasi
tentang relevansi implementasi program
raskin _di-kecamatan Pontianak Selatan
dengan pedoman umum penyaluran raskin,
maka dalam penelitian ini penulis memilih
untuk  menggunakan jenis  penelitian
deskriptif dengan pendekatan dan analisis

kualitatif. Selain itu, yang menjadi informan
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dipilih dan ditetapkan secara purposive dan
teknik incidental.

Dalam penditian ini  pendliti
menggunakan teknik triangulas  untuk
pengumpulan data primer dan sekunder,
sekaligus berfungsi sebagai check and cross
check data yang dikumpulkan. Oleh karena
itu, pengumpulan data primer
mempergunakan teknik wawancaras dan
observasi. Wawancara iditujukan kepada
informasi #kunci yang terdiri dari, Kas
Sumber Daya Manusia Perum Bulog Kalbar,
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Pontianak _Selatan, Kasi Pemberdayaan
Measyarakaty-Kelurahan Kota Baru,  dan
Masyarakat penerima manfaat Raskin.
Pengumpulan data sekunder bersumber dari
Kecamatan Pontianak Selatan dan Perum
Bulog Kalbar.

Dalam teknik analisis data, peneliti
menggunakan model Miles dan Huberman,
yaitu data reduction (reduksi data),-data
dispay (penyajian data), dan~ conclusion
drawing/verification (penarikan®kesimpulan
dan verifikas)." Teknik andisis data
dilakukan dalam proses Untuk-mencari dan
menyusun secara Sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga
dapat mudah dipahami, dan temuannya
dapat di informasikan kepada orang lain.
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ukuran Kebijakan
Kinerja implementasi suatu program
dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Terkait pelakasanaan program raskin ini
sendiri,suntuk mengukur keberhasilannya
dapat merujuk.pada indikator kinerja
program raskin yang “ditunjukkan dengan
tercapainya target 6T (tepat) segaimana
yang telah dirumuskan dalam® pedoman
umum penyaluran raskin.. 6T (tepat).yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan
program raskin yaitu:
1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat
Tepat sasaran disini.~maksudnya
raskin hanya diberikan kepada RTS-PM
hasil Mudes/Mukel yang terdaftar dalam
DPM-1. Rumah tangga sasaran penerima
manfaat raskin adalah rumah tangga
miskin di Desa/Kelurahan yang berhak
menerima raskin dan terdaftar dalam
daftar penerima manfaat yang ditetapkan
oleh Kepaa, Desa/Lurah' sebagai hasi
Musyawarah Desa/lK elurahan dan
disahkap-oleh” Camat sesuai hasil
pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011.
Adapun sasaran penerima manfaat
program raskin di Kecamatan Pontianak
Selatan masih belum bisa dikatakan tepat

sasaran. Merujuk pada data penduduk
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miskin dan penerima manfaat program
dibawah ini:
Tabel 1.1 Data Rumah tangga Miskin dan

Penerima M anfaat Proram Raskin di
K ecamatan Pontianak Selatan

NO Kelurahan RTM | RTS-PM
(KK) | (KK)

1 Benua Melayu Laut 216 133

2 Benua melayu Darat 424 146

3 Parit Tokaya 327 147

4 Akcaya 234 102

5 KotaBaru 170 234
JUMLAH 1371 | 762

Sunber: Kecamatan Pontianak Selatan,2012

Dari=.tabel diatas dapat terlihat
kglanggal an pada data jumlah rumah tangga
miskin dan jumlah rumah tangga yang
mendapatkan manfaat program raskin. Jika
diperhatikan data pada K elurahan Kota Baru
penerima manfaaat program raskin sebanyak
234 KK, sementara penduduk miskin yang
ada pada saat itu hanya berjumlah 170 KK.
Berdasarkan hasil pengamatan ini tentu
menyimpang . dari ketentuan yang sudah
diatur pada pedoman umum’ penyaluran
raskin, bahwa ‘fumah tangga sasaran
penerima manfaat raskin adalah™penduduk
miskin dengan kondis sosial ekonomi
terendah yaitu rumah tangga yang terdapat
dalam data yang diterbitkan dari Basis Data
Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasioal
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Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra
Rl. Pada tahun 2012 program raskin
menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5
juta RTS-PM dan pada tahun 2013 sebanyak
15,5 juta RTS-PM yang disebarkan ke 33
Provinsi=Sedangkan untuk Kota Pontianak
sendiri pada tahun 2012 jumlah penerima
manfaat raskin sebanyak,15,822 RTS.
Terkait data diatas “ungkapan Kas
pemberdayaan Masyarakat Keltran Kota
Baru, dadam wawancaranya denga pendliti
sebagal berikut:
“Disini kita hanya bertugas untuk
mendistribusikan  raskin  kepada
RTS-PM berdasarakan™data yang
sudah ada, yaitu data.wyang telah
ditentukan oleh BPS Proyins.
Memang masih ada masyarakat
miskin yang belum mendapatkan
jatah raskin, ini dikarenakan nama
mereka tidak terdata karena data
penerima manfaat ini kan langsung
ditentukan dari pusat: Dari RT/RW
sudah mendata masyarakatnya yang
tergolong miskin untuk
direkomendasikan mendapatkan
raskin, namun data-data itukan
diseleks lagi oleh pusat maka itulah
masih  ada  penduduk  yang

seharusnya dapat tapi tidak dapat
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begitu pula sebaliknya” (Ny. NZ,
November 2014)

Hasl| wawancara
tersebut disimpulkan bahwa data BPS dapat
dikatakan tidak valid secara umum,
koordinas dan komunikasi pelaksanaan
raskin dinilai politik lemah. Indikasinya
antara lain: (1) Dokumen.dari pusat tentang
raskin terlambat ataur bahkan tidak diterima
oleh Pemda, (2) Pendataan‘rumah tangga
miskin  dilakukan _sebelum Inpres-No. 12
Tahun+ 2005 tentang pelaksanaan Bantuan
Langsung Tunai- kepada rumah tangga
miskin keluar, (3) Rakor tingkat Mentri
Bidang Kesra kurang tepat daam
menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas
Depdagri sebagai  koordinator pelaksanaan
dan’| pengawasan  berubah  menjadi
pengawasan dan penanganan pengaduan.

Pada dasarnya, kesederhanaan
birokrasi, penyelenggaraan program  raskin
yang diserahkan kepada Bulog-- dan
pemerintah *. daerah  merupakan  kunci
keefisenss  pelaksanaan | program *_ ini
Persoalan kemudian muncul karena kedua
pel aksana tersebut adal ah'instansi,yang para
karyawannya biasa bekerja  dengan
pendekatan teknis, sementara kemiskinan
merupakan persoalan yang berdimensi
jamak dan memerlukan pendekatan sosia,

ekonomi, dan politik secara komprehensif.
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2) Tepat Jumlah

Jumlah beras raskin yang merupakan
hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau
180 kg/RTS/tahun. Terkait dengan
ketepatan jumlah penyaluran raskin di
Kecamatan Pontianak Selatan pada tahun
2014 mengalami penambahan kuota yaitu
sebanyak 14 kali dalam setahun yang saat
itu disebut dengan raskin:13 dan raskin
14. ~Sementara -di . tempat-tempat lain
justru mengalami © pengurangan:; Bila
merujuk lagi pada=‘pedoman umum
penyaluran raskin tentu sgja hal ini tidak
relevan karena tidak 'sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur.

Penyaluran raskin ini sendiri tidak
terlepas dari kepentingan politik; dan
aktor yang terlibat di dalamnya. Berikut
adalah paparan dari Ketua Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kota Baru dalam
wawancaranya dengan peneliti:

“Pada-tahun™ 2014 raskin dibagikan

sebanyak. 14 kali, ini' disebut raskin

13 dan raskin 14. Penambahan kuota

iNigmertipakan  tindak lanjut

pemerintah terhadap dampak
kenaikan harga (BBM)bahan bakar

minyak”(Ny.NZ, Oktober 2014).

Berdasarkan uangkapan diatas jelas

terlihat  bahwa jumlah yang telah
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ditentukan dalam pedoman umum
penyaluran raskin tidak di jadikan sebagai
acuan daam penyaluran raskin di
Kecamatan Pontianak Selatan pada tahun
2014. Jika aasannya untuk menindak
lanjuti kenaikan harga BBM tentu sga
hal ini tidak sesuai. Harga BBM selalu
mengalami peningkatansakan tetapi tidak
begitu dengan ktiota raskin, justru di
daerah lain® masih banyak kelompok
sasarans'yang tidak™mendapatkan jatah
raskin.
38) Tepat.Harga

Tepat harga yang dimaksud adalah,
harga tebus raskin adalah sebesar Rp.
1.600;00/kg netto di titik distribusi.
Penyaluran raskin di  Kecamatan
Pontianak Selatan di nila sudah tepat
harga, karena di setiap Kelurahan harga
tebus beras di titik distrubusi mengalami
penyeragaman  yaitu  sebesar Rp.
1.600;00/kg netto. © Terkait dengan
ketepatan'; harga berikut ungkapan staf
Bulog DivreiKalbar bagian Sumber*Daya
Manusia dalam wawancaranya dengan
peneliti:

“Untuk harga tebus raskin ini sudah

diatur dalam pedoman umum

penyaluran raskin, yaitu sebesar Rp.

1.600;00/kg di titik distribusi. Dan
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kita tidak ada menaikkan harga.”
(Ny.SR, November 2014).

Hal senada juga diuangkapkan penerima
manfaat program raskin yaitu warga
Kelurahan Benua Melayu Laut:

“Setiap ada jatah raskin datang kita

dikas tausmelalui pesan singkat, dan

kita ambil sendi¥i. berasnya di kantor

Kelurahan harga raskin ini adalah

Rp. 1.600;00/kg. untuk 1%bulan kita

mendapatkan raskin sebanyak 15 kg

dan kita harus membayar sebesar Rp.

24.000;00” (Mr.RH;" November

2014).

Dari paparan diatas dapat di nilai
bahwa penyaluran raskin «Kecamatan
Pontianak Selatan sudah tepat harga
sesuai dengan ketentuan dalam pedoman
umum penyaluran raskin.

4) Tepat Waktu

Tepat waktu yang dimaksudkan di
sini adalah, = waktu pelaksanaan
penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai
dengan rencana penyauran. Untuk di
Kecamatan-—Pontianak Selatan sendiri
beras dibagikan daam waktu 3 bulan
sekali tidak dibagikan setiap 1 bulan
sekali seperti yang telah diatur dalam
pedoman umum penyaluran raskin.
Meskipun ini tidak mengurangi jumlah
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yang harus diterima, tapi ini sangat
memberatkan untuk sebagian rumah
tangga penerima manfaat karena harus
membayar harga tebus dengan jumlah
yang banyak. Tidak tepat waktu ini
sendiri disebabkan oleh keterlambatan
daam penyusunan perencanaan dan
penganggaran, oleh sebab itu koordinas
antar petugas sdiharapkan . lebih di
tingkatkan lagi agar pelaksanaan program
ini bisa  benar-benar  dirasakan
manfaatnya ol en'kel ompok sasaran.

5) Tepat. Administras

Tepat administrasi di sini
maksudnya, terpenuhinya persyaratan
administrasi secara benar, lengkap dan
tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan, penyaluran raskin fdi
Kecamatan Pontianak Selatan sudah hisa
dikatakan tepat administrasi. Hanya sgja
kenddla yang sering dialami para
pelaksana program di titik bagi adalah,
tidak semua penerima manfaat” program
yang mau ‘menebus beras yang " sudah
menjadi jatah mereka.

Pembayaran harga“penjualan beras
(HPB) raskin dari RTM Penerima
Manfaat Raskin kepada pelaksana
distribusi dan dari pelaksana distribusi
kepada Satker Raskin pada prinsipnya
dilakukan secara tunai Rpl.600per kg

DAHLIA ERNIKA, NIM. E01109110
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

netto. Uang HPB raskin yang diterima
pelaksana distribusi dari RTM Penerima
Manfaat Raskin  harus  langsung
diserahkan kepada Satker Raskin dan
dibuat tanda terima pembayaran rangkap
3 oleh Satker Raskin.

Dalam hal RTM Penerima Manfaat
Raskin tidak'smampu membayar tunai,
maka prinsip pembayaran tunai dapat
dikecualikan dengan syarat
Kades/L urah/Camat/Bupati/Walikota
membuat  jaminan tertulis ", dan
pelunasannya selambat-lambatnya
sebelum jadwal pendistriblisian periode
berikutnya. Apabila sampai batas waktu
pelunasan tidak dipenuhi, maka aokas
raskin periode berikutnya ditunda sampai
pel unasan disel esaikan.
6) Tepat Kualitas

Tepat kualitas maksudnya,
terpenuhinya persyaratan kualitas beras
sesual dengan kualitas beras' BULOG.
Berbicara “masalah kualitas, sgauh ini
beras yang "diterima oleh masyarakat
merupakan beras dengan kualitas
menengah--sestia  dengan yang diatur
dalam pedoman umum penyaluran raskin
tentang kualitas beras. Namun masih ada
juga ditemukan beras yang sudah dengan
kondis tidak layak konsumsi. Seperti
yang diungkapkan salah satu penerima

9



PublikA, Jurnal S-1 llimu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

manfaat raskin yaitu warga Kelurahan

Kota Baru berikut ini:
“Kita mendapatkan jatah raskin itu
setigp 3 bulan sekali, kita sangat
senang bisa dapat beras dengan
harga murah. Berasnya itu kadang
bagus tapi kadang juga tidak bagus,
penah 1 kal
berdebu,dans~Wwarnanya sudah=agak

berasnya itu

kecoklatan”(Ny.MR, Nevember
2014).
Dari wawancara diatas,

menunjukkan®smasih ditemukan beras
dengan Kkuadlitas yang tidak baik: meski
dalam jumlah yang relatif rendah.
b. Tujuan Kebijakan
Tuuan Program Raskin adaah
mengurangi beban pengeluaran Rumah
Sasaran melaui
pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam
Sasarannya  adalah
berkurangnya beban pengeluaran Rumah
Sasaran, dalam
kebutuhan Pangan Beras
sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara
dengan 15 Kg/ RTS/bulan—dengan harga
tebus Rp. 1.600 per kg netto di Tempat
Distribusi (TD). Efektivitas raskin sebagai

perlindungan sosial dan penanggulangan

Tangga sebagian

bentuk beras.

Tangga mencukupi

bersubsidi

kemiskinan sangat  bergantung pada

kecukupan nilai transfer pendapatan dan
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ketepatan sasaran kepada kelompok miskin
dan rentan.

Untuk  mendukung  kelancaran
program tersebut diperlukan ketersediaan
data kemiskinan yang bersipat mikro yang
menunjukkan informas tentang sigpa dan
dimana™=rumah tangga miskin tersebut
berada, agar pregram dapat dilaksanakan
dengan tepat sasaran:, Untuk itu BPS
melaksanakan Pendataan RTS Tahun 2011,
yang disebut dengan. Coklit RTS Tahun
2011. Variabel yang digunakan oleh, BPS
dadam menentukan ukuran kemiskinan
dalam’ mendapatkan beras “ada beberapa
variable yang digunakan, yaitu kondisi
perumahan, kemapuan daya beli, pekerjaan
serta aset rumah tangga/kel uarga:

Pendistribusian Raskin Disamping
itu, juga mengenai implementas terhadap
pendataan yang dilaksanakan serta konflik
yang timbul akibat penentuan penerima
raskin_tersebut dan upaya penyelesaiannya,
manfaat -yang diperoleh rumah tangga
sasaran  melaui. program raskin yang di
gulirkan pemerintah untuk masyarakat
miskin,

Pendistribusiannya sendiri sebanyak
156 Kg per RTS per tahunnya atau setara
dengan 15 Kg per RTS per bulannya selama
10 bulan dari Januari-Oktober, dan 6 Kg per

RTS untuk bulan November dengan harga
10
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tebus Rp 1600 per kg berat bersih.
Alokasi per kecamatan se-Kota Pontianak
antara lain untuk Kecamatan Pontianak
Selatan sebanyak 762 RTS.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan shasil  penélitians: dan
pembahasan yang telah. dipaparkan dapat
ditarik kessmpulan sebagai berikut ini:

1. #Ukuran kebijakan program raskin
dapat . diukur dengan tercapainya
target enam Tepat, yaitu:: tepat
sasaran penerima manfaat, tepat
jumlah, tepat harga, tepat waktu,
tepat administrasi dan tepat kualitas.
Namun indikator 6 tepat tersebut
masih belum tercapal.

2. Tujuan proram raskin di Kecamatan
Pontianak Selatan masih  belum
tercapai, karena masih banyak
penduduk miskin  yang tidak

menikmeti program.ini.

F. SARAN

1. Diharapkan untuk ke depannya

pendataan penerima manfaat

program raskin harus dilakukan
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dengan lebih teliti lagi dan data yang
digunakan harus selalu diperbaharui
dan untuk mendukung kelancaran
tersebut
ketersediaan data kemiskinan yang

program diperlukan
bersifat mikro yang menunjukkan
imformasi tentang siapa dan dimana
rumah “tangga miskin tersebut
berada, agars, program  dapat

dilaksanakan dengan‘tepat sasaran.
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